1

'- - ‘-

m E E B E E B

BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI-PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Memmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

BUPATI POHUWATO,

bahwa guna kelancaran dan ketertiban proses
akuntanst dalam rangka mewujudkan fungs:
akuntans1 scjak analisis transakst sampai dengan
pelaporan keuan‘gan di Lingkungan Pemerintah Dacrah

perlu mengatur Sistem akuntansi Pemerintah Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan  Bupati: tentang  Sistem  Akuntans:

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato,

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersth Bebas dan
Kaorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Bone Bolango dan
Kabupaten Pohuwato di Provins: Gorontalo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003,

“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269},

Un&éng-U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang ‘Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 440),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4433),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia . Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),



11

12

13

14

15

16

&

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemermtah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614),

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntanst Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51635),

Peraturan Menter: Dalam Neger: Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan
Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Perubahan Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011,

Peraturan Menter: Dalam Neger1 Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntans: Berbasis Akrual
pada Pemerimtah Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82)



MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat: 1 vang dimaksud dengan

1
2

Daerah adalah Kabup.' 'n Pohuwato
Pemerintah Daerah ad.ah Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten
Pohuwato

Bupati adalah Bupati Pohuwatc

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewapban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dimilai dengan

uang termasuk d: dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan °
dengan hak dan kewajban Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaks: dan kejadian keuangan, penginterpretasian

atas hasilnya, serta penyapan laporan

Kerangka Konseptual Akuntans: Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
yang mendasarl penyusunan dan pengembangan Standar Akuntans:
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntans:t Pemerintahan dan
merupakan ruyukan penting bagi Komite Standar Akuntans:
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam
mencar1 pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas

dalam Pernyataan Standar Akuntans: Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajkan laporan keuangan pemerintah
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SAP Berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, bclanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pernyataan Standar Akuntans: Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah PSAP yang diberi1 judulnomor dan tanggal
efektif

Kebiyjakan akuntansi adaléh prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipiih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyapan laporan

keuangan

Sistem Akuntans: Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisas:t mulai dar1 pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operas:

keuangan pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sistematik dar1 prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewuudkan fungs: akuntansi sejak analisis

transaks: sampai dengan pelaporan keuangan di hngkungan organisasi

pemerintah daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaks: dan peristiwa itu

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima ateu dibayar

Basis Kas adalah basis akuntans: yang mengakui pengaruh transaks:

dan peristiwa lamnya pada saat kas atau setara kas diternma atau

dibayar

Basis Kas Menuwu Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakuw

asset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual
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Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya criteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
mengjad:i  bagilan yang melengkapr  unsure asset, kewapnban,
ekuitas,pendapatan — LRA ,belanja, pembiayaan, Pendapatan — LO dan
beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas

pelaporan yang bersangkutan

Pengukuran adalah proses penetapan nilar vang untuk mengaku dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangah

Pengungkapan adalah lapoian keuangan yang menyajkan secara

lengkap informas: yang dibutuhkan oleh pengguna

Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyapukan nformasi realisasi pendapatan - LRA, belanja,
transfer Surplus/deficit — LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran,yang masing — masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode

Laporan Perubahan Saldo Anggaran yang selanjutnya yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajkan informas: kenaikan,

dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri1 dann SAL awal,
s1LPA/Si1KPA koreks: dan SAL akhir

Neraca adalah laporan yang menyapkan informas: posisi keuangan

suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu

Laporan Operasional yang seclanjutnya disingkat LO adalah laporan
yang menyajkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO,
beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan

yang penyajannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajkan informas: mengenair sumber, penggunaan, perubahan kas

dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyapkan informasi mengenai perubahan ekuitas yang

terdirt dart ekuitas awal, surplus/deficit — LO, koreks:i dan ekuitas
akhir
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Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalK
adalah laporan yang menyajkan mformas: tentang penjelasan atau
daftar terinci atau anahlsis atas nilar suatu pos yang disajkan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan

yang memadai

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dar satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wapb menyampaikan laporan pertanggungawaban berupa

laporan keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wapb menyelenggarakan
akuntanst dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada

entitas pelaporan

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang yang

berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato

Pendapatan - LRA adalah scmua penerimaan Rekenming Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebith dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan’

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali

Belanja adalah szmua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurang: Saldo Anggaran Lebith dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potens: jasa dalam
o d e pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewapban

Pembiayaan Daerah adalah semua penermmaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya
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Aset adalah sumber daya ekonom: yang di kuasai dan/ atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat darn perisiwa masa lalu dan
darn mana manfaat ekonom: dan/atau sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya

Kewapban adalah hutang yang timbul darn peristiwa masa lalu yang

penyelesailannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonorm

pemerintah daerah

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisith antara asset dan kewa jiban pemerintah daerah

Koreks1 adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos

yang tersaj dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
yang seharusnya

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakul pos-pos seperti persediaan, prutang, utang dan yang lain
yang berkaitan dengan adanya perbedaan walktu pencatatan dan yang

belum dicatat pada transaks: berjalan atau pada periode yang berjalan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lngkup Peraturan Bupati mi1 meliputt  Sistem  Akuntans:
Pemermtali Daerah

BAB III
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

SAPD sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 2 memuat pithan prosedur

dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikas1  transaksi,

pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan

neraca saldo serta penyapan laporan keuangan
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Penyanan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirt

atas

a Laporan Realisas1 Anggaran,

b Laporan Perubahan SAL,

¢ Neraca,

d Laporan Operasional,

e Laporan Arus Kas,

f Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 4

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dan

1 Sistem akuntans: SKPD, dan

2 Sistem akuntansi PPKD

Sistem akuntanst SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas,
pendapatan LO, beban, Pendapatan - LRA, belanja, asset, kewajban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan Laporan Keuangan
Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO beban, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
asset, kewajpnban, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan PPKD
serta penyusunan Laporan Keuangan konsolhidas: Pemerintah Daerah
Ketentuan mengenair SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati im

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 5

Pencatatan transaks: pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen
anggaran

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyankan kembali Laporan Realisasi Anggaran, Neraca

dan Laporan Arus Kas tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan

SAP berbasis akrual
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Peraturan Bupati Pohuwato ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Pohuwato 11 dengan penempatannya dalam Benita Daerah
Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal %0 Odoh 2015
P; BUPATI POHUWATO

Diundangkan di1 Mansa

pada tanggal 20 ki, 2018
SEKRETARIS K ABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR %
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